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ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik 
Indonesia Nomor 326 Tahun 2022, Pengelola Kehadiran Pegawai Negeri Sipil adalah 
Pengelola Data Tunjangan Kinerja dan Pengelola Buku Kendali, berdasarkan 
pertimbangan tersebut dan tertib administrasi pengelolaan data tunjangan kinerja, 
Pengelola Kehadiran yang terdiri dari Pengelola Data Tunjangan Kinerja, dan 
Pengelola Buku Kendali perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka. 
 

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 
2017, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, PP 
No 30 Tahun 2019, Perpres No 126 Tahun 2017, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan 
KPU Nomor 44/SDM.07- Kpt/05/SJ/I/2020, Keputusan Sekretaris KPU Nomor 326 
Tahun 2022. 

 
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pengangkatan Pengelola Data Tunjangan 

Kinerja dan Pengelola Buku Kendali Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut: Tria Agustina, A.Md.Ak dan Lani 
Lidiawaty, A.Md; Tugas Pengelola Data Tunjangan Kinerja adalah sebagai berikut : a. 
Mengelola data tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat KPU 
Kabupaten Majalengka; b. Membuat Laporan rincian pembayaran tunjangan kinerja 
pegawai bulanan, dan menyampaikannya kepada pengelola keuangan untuk diproses 
pencairannya; Tugas Pengelola Buku Kendali adalah sebagai berikut : a. Mencatat 
kehadiran dan ketidakhadiran pegawai dengan bukti-bukti yang sah dalam buku 
kendali; b. Menyampaikan buku kendali bulanan kepada Pengelola Data Tunjangan 
Kinerja setelah melakukan verifikasi terhadap kehadiran dan ketidakhadiran pegawai. 
 

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Juni 2022. 
 

 

 

 


